
Pulang Retret, Rahmad Mas'ud Pimpin Rapat
Pastikan Program Prioritas Tetap Aman
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Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025
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KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Sesuai menjalani retret di Magelang, Wali Kota
Balikpapan Rahmad Mas'ud resmi berkantor mulai Senin (3/3). Agenda pertama dengan
memimpin rapat di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut,
Rahmad memberi arahan dan instruksi perdana kepada jajaran Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Dia menyampaikan siap melaksanakan kegiatan atau program yang prorakyat di Kota
Minyak. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Retret Kepala Daerah yang
berlangsung sepekan.

“Poin utama dari Presiden, semua pembangunan harus fokus untuk kepentingan
masyarakat,” katanya kepada awak media. Rahmad mengakui, tentu tetap ada kebijakan
efisiensi anggaran.

“Selanjutnya pilih prioritas anggaran terhadap pembangunan infrastruktur, fasilitas
umum, dan layanan masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya. Sehingga dia menjamin
efisiensi ini berlaku untuk kegiatan tertentu saja.

Khususnya bersifat seremonial, perjalanan dinas, bimbingan teknis dan sejenisnya. “Itu
semua yang dipangkas. Termasuk penggunaan alat tulis kantor (ATK) berkurang,”
ucapnya.

Kemudian bisa saja opsi pertemuan dan konsultasi di lingkungan pemerintahan dilakukan
secara daring, tidak perlu rapat langsung. ASN diminta memanfaatkan teknologi seperti
saat pandemi Covid-19.

“Namanya digitalisasi supaya mengirit anggaran juga,” imbuhnya. Rahmad
menyebutkan, efisiensi tidak berdampak langsung ke masyarakat karena yang dipangkas
kegiatan seremonial.
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Mengingat justru anggaran diutamakan untuk program masyarakat. Dia pun menegaskan
tidak ada target 100 hari kerja. Semua tetap masuk hitungan program prioritas.

"Insyaallah kami akan berbuat sesuai visi misi yang sudah ada," tuturnya. Seperti
diketahui program prioritas Rahmad-Bagus terdiri dari dari beberapa sektor.

Terutama pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir. Seperti bantuan iuran BPJS
Kesehatan kelas 3 gratis, pemberian seragam bagi siswa kelas 1 dan kelas 7, subsidi SPP
siswa sekolah swasta, dan lainnya. (ms)
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Catatan:

1. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani
KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Dinyatakan dalam Pasal 3 PeraturanMenteri DalamNegeriNomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan

kebijakan umum anggaran dan prioritas, serta plafon anggaran sementara berupa
target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah daerah.

3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 bahwaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

4. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 bahwa APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.
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